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DAFTAR ISI



Nomor :  2677/OT.01/10/2019 14 Oktober 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Bimbingan Teknis Penyempurnaan SOP 

Kepada Yth.
daftar undangan terlampir
di

Tempat

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal MK sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2012 tentang  Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal MK  dan Peraturan Sekretaris Jenderal MK No. 3 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK No. 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK maka akan dilakukan kegiatan

Bimbingan Teknis Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i

untuk hadir pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyempurnaan SOP di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis s.d. Jum’at, 17 s.d. 18 Oktober 2019

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Aula lantai Dasar, Gedung Mahkamah Konstitusi

Agenda : Penyempurnaan SOP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i

tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.
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Nomor :  2677/OT.01/10/2019
Tanggal : 14 Oktober 2019
Lampiran I

Daftar Undangan:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi
3. Panitera Muda II
4. Panitera Muda III
5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
7. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
9. Kepala Biro Umum
10. Inspektur
11. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
12. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Daftar Peserta:
Biro Perencanaan dan Keuangan
13. Budi Hari Wibowo Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran

14. Aris Wahyu Hajianto Analis Penyusunan Program Kerja dan Anggaran

15. Romi Sundara Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  Kinerja

16. Chandra Okantara Analis Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran

17. Maria Ulfah Kusumaastuti Kepala Sub Bagian Verifikasi

18. Andi Aprilla Megananda Sanusi Verifikator

19. Yuni Nurhayati Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

20. Elin Asrofah Qibtiah Bendahara Penerimaan

21. Syarief Hidayatullah Az Zaky Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan 

22. Allita Prisantama Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan
Keuangan 

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

23. Sigit Purnomo Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi
Reformasi Birokrasi

24. Dede Agustina Naibaho Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai

25. Nova Ayu Pratiwi Analis Kinerja



26. Andi Hakim Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya
Manusia

27. Nurbaiti Rohmani Analis SDM Aparatur

28. Rachmat Santoso Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 

29. Didi Ahmadi Pengelola Kesejahteraan Hakim dan Pegawai

30. Mastiur Afrilidiany Pasaribu Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

31. Debby Yelviona Analis Organisasi Dan Tata Laksana

32. Rimas Kautsar Kepala Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi

33. Rd. Muhamad Billy Almalik Analis Organisasi Dan Tata Laksana

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
34. Rafiuddin Kepala Sub Bagian Hukum 

35. Grenata Petra Claudia Analis Hukum

36. Dewi Hastuti Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan

37. Juliana Tikka Murni Penata Usaha Kepaniteraan

38. Eddy Purwanto Kepala Sub Bagian Fasilitas Persidangan

39. Siswantana Putri Rachmatika Pengolah Data Perkara dan Putusan

40. Yohana Citra Permatasari Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan

41. Indah Karmadaniah Pengadministrasi Pelayanan Persidangan

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
42. Mutia Fria Darsini Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

43. Raisa Ayuditha Marsaulina Analis Berita

44. Yossy Adriva Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri  dan
Hubungan Antar Lembaga 

45. Yogi Djatnika Penghubung Antar Lembaga dan Masyarakat

46. R.A. Indah Apriyanti Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC 

47. Olfiziana Tri Hastuti Analis Kerjasama Bilateral dan Regional

48. Immanuel Bungkulan Binsar H. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri 

49. Sherly Octaviana Sari Analis Kerjasama Luar Negeri

50. Hasri Puspita Ainun Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

51. Suryo Gilang Romadlon Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
Bapak Aswanto

52. Gunawan Kepala Sub Bagian Protokol

53. Prana Patrayoga Adiputra Pengelola Keprotokolan

Biro Umum



54. AKBP. Murry Mirranda Kepala Bagian Pengamanan

55. Ricky Nafri Habibanda Pengelola Pengamanan

56. Ardli Nuryadi Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

57. Galuh Tri Astari Pengelola Bangunan Gedung

58. Kin Isura Ginting Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi

59. Dewi Rahmawati Calon Arsiparis Terampil

60. Mochamad Arafah Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan

61. Razi Fajari Farghani Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

62. Mohammad Arief Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik
Negara 

63. Puspita Linda Laras Priska Pengelola BMN

64. Akbar Anatajaya Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang
Milik Negara 

65. Afrianto Amri Pengelola BMN

Inspektorat
66. Arshinta Fitridiyani Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat

67. Surya Murni Pangesti Lestari Pengadministrasi Umum

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
68. Yuni Sandrawati Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara 

69. Winda Wijayanti Peneliti Ahli Muda

70. Makhmudah Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi

71. Dewi Fitriyani Pustakawan Muda

72. Nerpi Juita Sinurat Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

73. Erlina Maria Christin Sinaga Peneliti Ahli Pertama

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
74. Nor Rosyid Ardani Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data

75. Sri Haryanti Pranata Komputer Muda

76. Jefriyanto Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
77. Ardiansyah Salim Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi

78. Fazlur Rahman El Islamy, Analis Kurikulum Dan Pembelajaran

79. Santhy Kustrihardiani Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan 

80. Angga Putri Gardina Penyusun Kerjasama Pelatihan



81. Bambang Sukmadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

82. Edwin Rivano Pengelola Asrama

83. Melati Kusuma Wardani Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

84. Hadian Taofik Rochman Pengelola Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

KEPANITERAAN
85. Achmad Dodi Haryadi Pengadministrasi Pelayanan Persidangan

86. I Made Gede Widya Tanaya K. Pengadministrasi Registrasi Perkara

87. Supriyanto Juru Panggil

88. Hermita Uly Artha Sinurat Pengolah Data Perkara dan Putusan

Daftar Narasumber
1. Bapak Drs. Yanuar Ahmad, MPA., Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan

Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Bapak Yulyadi, Direktur Utama PT. Reforma Bina Potensia.



SUSUNAN ACARA
BIMTEK PENYEMPURNAAN SOP DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
Kamis s.d. Jum’at, 17 s.d. 18 Oktober 2019

HARI/
TANGGAL JAM URAIAN KETERANGAN

Kamis,
17 Oktober
2019

08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia

09.00 – 10.00

PEMBUKAAN
1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan

Mars Mahkamah Konstitusi
2. Laporan Kepala Biro Sumber Daya Manusia

dan Organisasi
3. Sambutan dan Pembukaan BIMTEK SOP

oleh Bapak Sekretaris Jenderal MK
4. Hymne Mahkamah Konstitusi
5. Pembacaan Doa

MC: Nova Ayu P.
Dirigen: Dewi Rahmawati

Teguh Wahyudi

Prof. M. Guntur Hamzah

Pembaca Doa: Muhamad
Billy A.

10.00 – 12.00

1. Pemaparan materi Tata Cara Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

2. Tanya jawab.

Narasumber :
Bapak Yanuar Ahmad
Moderator : 
Sigti Purnomo
Notulen:
Muhamad Billy A.

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 14.45

1. Pemaparan materi Tata Cara Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Menggunakan Aplikasi e-SOP

2. Praktek Penggunaan Aplikasi e-SOP

Narasumber :
Bapak Yulyadi
Moderator : 
Mastiur Afrilidiany
Notulen: 
Muhamad Billy A.

14.45 – 15.00 Break/Shalat Ashar

15.00 – 16.00
Lanjutan Praktek Penggunaan Aplikasi e-SOP Narasumber:

Konsultan

Jum’at,
18 Oktober
2019

09.00 – 11.30 Lanjutan Praktek Penggunaan Aplikasi e-SOP Narasumber:
Konsultan

11.30 – 13.15 ISHOMA/Shalat Jum’at

13.15 – 14.45 Lanjutan Praktek Penggunaan Aplikasi e-SOP Narasumber:
Konsultan

14.45 – 15.00 Break/Shalat Ashar

15.00 – 15.30
PENUTUPAN
Penutupan BIMTEK SOP oleh Kepala Biro
Sumber Daya Manusia dan Organisasi 

Teguh Wahyudi
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NOTA DINAS
Nomor:  535/2200/OT.01/09/2019

Kepada : 1. Para Kepala Biro/Pusat
  2. Inspektur
  3. Panitera Muda II dan III
  4. Para Kepala Bagian/Bidang
  5. Para Kepala Sub Bagian/Sub Bidang

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Identifikasi SOP di Masing-masing Unit Kerja
Tanggal : 03 September 2019

Menindaklanjuti surat undangan kami nomor: 2104/OT.01/08/2019 tanggal 20

Agustus 2019 perihal Undangan Rapat Penyusunan/Penyempurnaan SOP, maka

dengan hormat kami sampaikan hasil identifikasi SOP sebagaimana terlampir, dengan

rekapan jumlah SOP di masing-masing unit kerja sebagai berikut: 

No Unit Kerja Hasil Identifikasi

1. Kepaniteraan 16 SOP

2. Biro Perencanaan dan Keuangan 58 SOP

3. Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi

109 SOP

4. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 126 SOP

5. Biro Humas dan Protokol 93 SOP

6. Biro Umum 142 SOP

7. Inspektorat 25 SOP

8. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan

35 SOP

9. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 31 SOP

10
.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 55 SOP

Jumlah Total SOP 690 SOP

www.mkri.id


Sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi tersebut, maka kami mohon agar

masing-masing unit kerja dapat menyusun alur SOP secara lengkap dan diserahkan ke

Biro SDM dan Organisasi melalui Sub Bagian Ortala paling lambat pada tanggal 13
September 2019 dalam bentuk soft file di Z/Publik Temp/#PenyusunanSOP 2019. 

Selanjutnya, kami mohon agar masing-masing pimpinan unit kerja menugaskan 1

(satu) orang Pelaksana untuk menjadi PIC Penyusunan SOP bersama dengan Pejabat

Eselon IV untuk mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi e-SOP yang akan

diselenggarakan pada bulan Oktober 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya

Manusia dan Organisasi,

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth :
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.
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 NOTA DINAS
Nomor  188/2200/OT.01/03/2019

Kepada : 1. Para Kepala Biro/Pusat;
2. Inspektur;
3. Panitera Muda II & III;
4. Para Kepala Bagian/Bidang;
5. Para Kepala Subbagian/Subbidang.

Dari : Kepala Biro SDM dan Organisasi

Perihal : Permohonan Inventarisir POS dan Penunjukan Penanggung Jawab POS

Tanggal : 27 Maret 2019

    Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubaan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang  Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilakukan inventarisir, penyusunan dan
penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk mendukung pelaksanaan kinerja organisasi.

    Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memudahkan penyelesaian kegiatan penyempurnaan/penyusunan
POS di setiap unit kerja maka Kepala Subbagian/Subbidang akan ditugaskan menjadi penanggung jawab
kegiatan dimaksud dibantu oleh 1 (satu) orang Pelaksana dari setiap unit kerja. Oleh karena itu kami
mohon agar pimpinan di masing-masing unit kerja agar menyampaikan usulan nama Pelaksana ke Biro
SDM dan Organisasi untuk dapat dimasukkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim
Penyempurnaan/Penyusunan POS.

    Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi,

                                                                                                      Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera.
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NOTA DINAS
Nomor:  78/2200/OT.01/01/2021

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Laporan Penyusunan/Penyempurnaan SOP melalui aplikasi

e-SOP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

Tanggal : 26 Januari 2021
Pelaksanaan RB: Area Penataan Tata Laskana.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020 (Tapkin 2020) dan tindak lanjut Nota Dinas

kami Nomor 915/2200/OT.01/11/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Penyampaian

Permohonan Penyelesaian dan Pengesahan SOP melalui aplikasi e-SOP, maka dengan

hormat kami sampaikan laporan penyusunan/penyempurnaan SOP melalui aplikasi e-SOP

sebagai capaian Tapkin 2020 Subbagian Ortala sebagai berikut bahwa setiap unit kerja telah

melakukan input SOP ke dalam aplikasi e-SOP dengan persentase perkembangan kegiatan

pengisian 106%, yaitu total SOP yang sudah masuk ke dalam aplikasi sebanyak 434 SOP dari

Target 409 SOP, namun demikian capaian SOP yang telah disahkan oleh Kepala Biro/Pusat,

Inspketur, dan Panitera Muda  adalah sebesar 31% yaitu total SOP yang sudah di tanda

tangani secara digital dalam aplikasi sebanyak 125 SOP dari Target 409 SOP dengan rincian:

No Unit Kerja SOP
Target

SOP
Diinput

Presentase
Input

SOP
Disahkan

Presentase
Disahkan

1 Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi 42 46 110% 44 105%

2 Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi 83 81 98% 80 96%

3 Biro Hubungan Masyarakat dan
Protokol 70 61 87% 1 1.4%

4 Biro Umum 42 71 170% 0 0%

5 Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan 28 34 121% 0 0%

6 Biro Perencanaan dan Keuangan 40 43 107% 0 0%

7 Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi 23 23 100% 0 0%

8 Kepaniteraan 10 10 100% 0 0%

9
Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan
Perpustakaan

46 44 96% 0 0%

www.mkri.id
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10 Inspektorat 25 21 84% 0 0%

Total 409 434 106% 125 31%

Demikian Laporan Penyusunan/Penyempurnaan SOP melalui aplikasi e-SOP di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kami sampaikan

sebagai bahan evaluasi sekaligus pemenuhan capaian Penetapan Kinerja Subbagian Ortala,

Biro SDM dan Organisasi, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima

kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,

Teguh Wahyudi
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NOTA DINAS
Nomor:  693/2200/OT.01/11/2019

Kepada : 1. Kepala Biro/Pusat
2. Inspektur
3. Panitera Muda

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyelesaian Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sebagai Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Penyempurnaan SOP 
Tanggal : 12 November 2019

Sehubungan dengan telah selesainya dilaksanakan Bimbingan Teknis

Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17-18 Oktober 2019, maka

kami sampaikan agar setiap unit kerja segera menyelesaikan penyempurnaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) paling lambat tanggal 29 November 2019 melalui

aplikasi e-SOP pada alamat situs https://sopan.mkri.id/. 

Terkait dengan hal tersebut, kami mohon kerjasama dari para Kepala Biro/Pusat

dan Panitera Muda untuk menyampaikan kepada PIC Penyempurnaan SOP di

masing-masing unit kerja agar segera menyelesaikan SOP dimaksud mengingat

keterbatasan waktu menjelang akhir tahun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami

ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,

Teguh Wahyudi
Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.
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NOTA DINAS
Nomor:  633/2200/OT.01/08/2020

Kepada : 1. Para Kepala Biro/Pusat
2. Inspektur
3. Para Panitera Muda
4. Para PIC Penyempurnaan SOP

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu SOP Unit Kerja untuk di input ke Aplikasi e-SOP
Tanggal : 26 Agustus 2020

Menindaklanjuti disposisi Bapak Sekretaris Jenderal atas Nota Dinas kami nomor
630/2200/OT.01/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 (nota dinas terlampir) dan hasil
Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan tanggal
17-18 Oktober 2019, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setiap unit kerja telah
membuat Standar Operasinal Prosedur (SOP) sebagai hasil BIMTEK dan Biro SDMO telah
mereviu seluruh SOP unit kerja tersebut. Dokumen SOP hasil reviu dapat diakses di: Z -
Publik Temp - #Hasil Reviu SOP MK 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kerjasama dari para Kepala
Biro/Pusat/Inspektur dan Panitera Muda untuk menugaskan para PIC Penyempurnaan SOP di
masing-masing unit kerja agar segera memperbaiki SOP sesuai dengan hasil reviu dan
memasukkan (menginput) SOP melalui aplikasi e-SOP pada alamat situs
https://e-sop.mkri.id dengan menggunakan username dan password sesuai dengan NIP dan
password komputer masing masing PIC. 

Aplikasi e-SOP sudah difasilitasi dengan tanda tangan digital sehingga SOP yang sudah
diinput agar langsung diajukan kepada Kepala Biro/Pusat/Inspektur dan Panitera Muda untuk
mendapatkan tanda tangan digital. Apabila PIC mengalami kesulitan dalam mengoperasikan
aplikasi e-SOP dapat menggunakan petunjuk penggunaan aplikasi (manual book)
sebagaimana terlampir atau menghubungi Subbagian Ortala.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.
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Lampiran
Nota Dinas :  633/2200/OT.01/08/2020
Tanggal : 26 Agustus 2020

DAFTAR PERSON IN CHARGE (PIC)PENYEMPURNAAN SOP DI LINGKUNGAN 
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

No. Nama Jabatan

Biro Perencanaan dan Keuangan

1 Budi Hari Wibowo
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran

2 Aris Wahyu Hajianto
Analis Penyusunan Program Kerja dan Anggaran

3 Romi Sundara 
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  Kinerja

4 Chandra Okantara
Analis Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran

5
Maria Ulfah Kusumaastuti

Kepala Sub Bagian Verifikasi

6
Andi Aprilla Megananda
Sanusi Verifikator

7 Yuni Nurhayati Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

8 Elin Asrofah Qibtiah Bendahara Penerimaan

9
Syarief Hidayatullah Az Zaky Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan

Keuangan 

10 Allita Prisantama
Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan
Keuangan 

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

11 Dede Agustina Naibaho
Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan
Pegawai

12 Nova Ayu Pratiwi Analis Kinerja

13 Andi Hakim
Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya
Manusia

14 Nurbaiti Rohmani Analis SDM Aparatur
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15 Rachmat Santoso
Kepala Sub Bagian Pembinaan dan 
Pengembangan Pegawai Non Pegawai 

16 Didi Ahmadi
Pengelola Kesejahteraan Hakim dan Pegawai

17
Mastiur Afrilidiany Pasaribu Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

18 Rimas Kautsar
Kepala Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi

19
Rd. Muhamad Billy Almalik

Analis Organisasi Dan Tata Laksana

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

20 Rafiuddin Kepala Sub Bagian Hukum 

21 Arinta Sulistiyo Eko P.
Analis Peraturan Perundang-Undangan dan
Rancangan Peraturan Perundangundangan

22 Dewi Hastuti
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan

23 Juliana Tikka Murni          Penata Usaha Kepaniteraan

24 Eddy Purwanto                 Kepala Sub Bagian Fasilitas Persidangan

25
Siswantana Putri Rachmatika

Pengolah Data Perkara dan Putusan

26
Yohana Citra Permatasari Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan

27 Indah Karmadaniah
Pengadministrasi Pelayanan Persidangan

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

28 Mutia Fria Darsini
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

29
Raisa Ayuditha Marsaulina

Analis Berita

30 Yossy Adriva
Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri  dan
Hubungan Antar Lembaga 

31 Yogi Djatnika
Penghubung Antar Lembaga dan Masyarakat

32 R.A. Indah Apriyanti
Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap 
AACC 
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33 Olfiziana Tri Hastuti Analis Kerjasama Bilateral dan Regional

34
Immanuel Bungkulan Binsar
Hutasoit

Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri 

35 Sherly Octaviana Sari Analis Kerjasama Luar Negeri

36 Hasri Puspita Ainun Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

37 Abdul Mun'im Wasi'
Sekretaris Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih

38 Gunawan Kepala Sub Bagian Protokol

39
Prana Patrayoga Adiputra

Pengelola Keprotokolan

Biro Umum

40 AKBP. Murry Mirranda Kepala Bagian Pengamanan

41 Yuanna Sisilia Pengelola Pengamanan

42 Ardli Nuryadi Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

43 Galuh Tri Astari Pengelola Bangunan Gedung

44 Kin Isura Ginting Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi

45 Dewi Rahmawati Calon Arsiparis Terampil

46 Mochamad Arafah Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan

47 Razi Fajari Farghani
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

48 Mohammad Arief
Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik
Negara 

49
Puspita Linda Laras Priska

Pengelola BMN

50 Akbar Anatajaya
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang
Milik Negara 

51 Afrianto Amri Pengelola BMN
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Inspektorat

52 Arshinta Fitridiyani
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat

53
Surya Murni Pangesti Lestari

Pengadministrasi Umum

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

54 Yuni Sandrawati
Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara

55 Rizkisyabana Yulistyaputri Peneliti Ahli Pertama

56 Dewi Fitriyani Pustakawan Muda

57 Nerpi Juita Sinurat
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan 

58 Sharfina Sabila Peneliti Ahli Pertama

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

59 Nor Rosyid Ardani
Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data

60 Sri Haryanti Pranata Komputer Muda

61 Jefriyanto
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

62 Ardiansyah Salim
Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi

63 Fazlur Rahman El Islamy Analis Kurikulum Dan Pembelajaran

64 Santhy Kustrihardiani Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan 

65 Angga Putri Gardina Penyusun Kerjasama Pelatihan

66 Bambang Sukmadi
Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

67 Edwin Rivano Pengelola Asrama
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68 Melati Kusuma Wardani
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

69 Chafid Sugianto
Pengelola Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

Kepaniteraan

70 Saiful Anwar Panitera Pengganti Tk. II

71 Ria Indriyani Panitera Pengganti Tk. II

72 Achmad Dodi Haryadi
Pengadministrasi Pelayanan Persidangan

73
I Made Gede Widya Tanaya
Kabinawa Pengadministrasi Registrasi Perkara

74 Supriyanto Juru Panggil

75
Hermita Uly Artha Sinurat

Pengolah Data Perkara dan Putusan
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Nomor :  2264/OT.01/10/2020 31 Oktober 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi e-SOP

  Dalam Rangka Penyusunan/Penyempurnaan SOP 

Reformasi Birokrasi Area Penataan Tata Laksana
Kepada Yth.
daftar undangan terlampir
di

tempat

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai
pemanfaatan aplikasi e-SOP dalam rangka penyusunan/penyempurnaan SOP di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka dengan
hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i dalam kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan
Aplikasi e-SOP yang akan dilaksanakan secara virtual pada:

Hari/tanggal : Senin, 2 November 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang kerja/tempat masing-masing pegawai (virtual)
Agenda : Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi e-SOP Dalam Rangka

Penyusunan/Penyempurnaan SOP di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka kami mohon kehadiran
Bapak/Ibu/Sdr/i tepat waktu dan mohon menyiapkan Laptop karena akan ada praktek
penyusunan/penyempurnaan SOP melalui Aplikasi e-SOP. Atas perhatian dan
kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.: 
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk568958365201027050514
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Lampiran 1
Nomor :  2264/OT.01/10/2020
Tanggal : 31 Oktober 2020

Daftar Undangan
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
5. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
7. Kepala Biro Umum
8. Inspektur
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan

Perpustakaan
10. Panitera Muda I
11. Panitera Muda II
12. Panitera Muda III
13. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
14. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Daftar PIC Penyusunan/Penyempurnaan SOP Unit Kerja

Biro Perencanaan dan Keuangan
15. Budi Hari Wibowo 20. Chandra Okantara
16. Romi Sundara 21. Andi Aprilla Megananda Sanusi
17. Maria Ulfah Kusumaastuti 22. Elin Asrofah Qibtiah
18. Yuni Nurhayati 23. Aris Wahyu Hajianto
19. Syarief Hidayatullah Az Zaky 24. Allita Prisantama

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
25. Dede Agustina Naibaho 30. Bayu Ardhiansyah
26. Andi Hakim 31. Debby Yelviona
27. Rachmat Santoso 32. Nova Ayu Pratiwi
28. Mastiur Afrilidiany Pasaribu 33. Nurbaiti Rohmani
29. Rimas Kautsar 34. Rd. Muhamad Billy Almalik

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
35. Rafiuddin 39. Siswantana Putri Rachmatika
36. Dewi Hastuti 40. Indah Karmadaniah
37. Yohana Citra Permatasari 41. Arinta Sulistiyo Eko P
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38. Juliana Tikka Murni

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
42. Yossy Adriva 48. Yogi Djatnika
43. Mutia Fria Darsini 49. Olfiziana Tri Hastuti
44. R.A. Indah Apriyanti 50. Abdul Mun'im Wasi'
45. Immanuel Bungkulan Binsar 51. Prana Patrayoga Adiputra
46. Hasri Puspita Ainun 52. Sherly Octaviana Sari
47. Gunawan 53. Raisa Ayuditha Marsaulina

Biro Umum
54. Ardli Nuryadi 60. Dewi Rahmawati
55. Kin Isura Ginting 61. Galuh Tri Astari
56. Mochamad Arafah 62. Razi Fajari Farghani
57. Mohammad Arief 63. Puspita Linda Laras Priska
58. Akbar Anatajaya 64. Afrianto Amri
59. Yuanna Sisilia

Inspektorat
65. Arshinta Fitridiyani
66. Surya Murni Pangesti Lestari

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan
67. Yuni Sandrawati 69. Dewi Fitriyani
68. Nerpi Juita Sinurat 70. Sharfina Sabila

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
71. Sigit Purnomo
72. Jefriyanto
73. Sri Haryanti

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
74. Bambang Sukmadi 78. Chafid Sugianto
75. Santhy Kustrihardiani 79. Fazlur Rahman El Islamy
76. Ardiansyah Salim 80. Angga Putri Gardina
77. Melati Kusuma Wardani 81. Edwin Rivano

KEPANITERAAN
82. Saiful Anwar 85. Hermita Uly Artha Sinurat
83. Ria Indriyani 86. I Made Gede Widya Tanaya 
84. Supriyanto 87. Achmad Dodi Haryadi
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NOTA DINAS
Nomor:  915/2200/OT.01/11/2020

Kepada Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat
2. Inspektur
3. Para Panitera Muda

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Permohonan Penyelesaian dan Pengesahan SOP melalui

aplikasi e-SOP
Tanggal : 17 November 2020

Pelaksanaan RB: Area Penataan Tata Laskana.

Menindaklanjuti hasil Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi e-SOP yang telah dilaksanakan

secara daring pada hari Senin, 2 November 2020 dan menindaklanjuti Nota Dinas kami Nomor

834/2200/OT.01/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Laporan Perkembangan Pengisian

SOP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam

Aplikasi e-SOP, maka dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setiap unit kerja

telah melakukan input SOP ke dalam aplikasi e-SOP dengan persentase perkembangan

kegiatan pengisian 94%, yaitu total SOP yang sudah masuk ke dalam aplikasi sebanyak 388

SOP dari Target 411 SOP, dengan rincian:

No Unit Kerja SOP
Target

SOP
Diinput

Presentas
e

1 Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 28 34 121%

2 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 42 46 110%

3 Biro Perencanaan dan Keuangan 40 42 105%

4 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 23 23 100%

5 Kepaniteraan 10 10 100%

6 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 85 83 98%

7 Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan 46 44 96%

8 Inspektorat 25 21 84%

9 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 70 57 81%

10 Biro Umum 42 28 67%

Total 411 388 94%
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Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar para Kepala Biro/Pusat/Inspektur

dan Panitera Muda untuk melakukan pengesahan terhadap SOP di dalam aplikasi e-SOP

dengan menandatangani SOP secara elektronik serta mengingatkan kembali para PIC

Penyempurnaan SOP di masing-masing unit kerja yang belum menyelesaikan input SOP ke

dalam aplikasi e-SOP sesuai dengan target jumlah SOP paling lambat Rabu, 25 Nopember

2020. Hasil dari pengisian SOP akan kami laporkan kepada bapak Sekretaris Jenderal sebagai

laporan final kegiatan penyusunan/penyempurnaan SOP unit kerja di lingkungan Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderak MK.

Apabila terdapat kesulitan atau kendala dalam mengoperasikan tanda tangan elektronik

dalam aplikasi e-SOP, Bapak/Ibu dapat menghubungi Biro SDM dan Organisasi melalui

Subbagian Ortala.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan

terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.
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NOMOR SOP  92/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Evaluasi Pemberitaan MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan analisis media dan opini
publik.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
3. Memiliki kemampuan penelusuran menggunakan

jaringan internet.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya



 
2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop358038477502210415112532
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NOMOR SOP  93/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Monitoring Analisis Berita MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan analisis media dan opini
publik.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
3. Memiliki kemampuan penelusuran menggunakan

jaringan internet.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya



 
2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop111952270302210415112539
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NOMOR SOP  94/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP MONITORING KEMITRAAN MEDIA
MASSA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan analisis media dan opini
publik.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
3. Memiliki kemampuan penelusuran menggunakan

jaringan internet.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP PENGELOLAAN MEDIA 1. Komputer dan kelengkapannya



 
CENTER

2. SOP PELIPUTAN MEDIA MASSA
(SIARAN LANGSUNG)

3. SOP MONITORING PEMBERITAAN
MK

4. SOP EVALUASI PEMBERITAAN MK

2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop393027284702210415112547



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
  

NOMOR SOP  96/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP MONITORING PEMBERITAAN
MENGENAI MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan analisis media dan opini
publik.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
3. Memiliki kemampuan penelusuran menggunakan

jaringan internet.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya



 
2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop421832282002210415112606
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NOMOR SOP  97/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Peliputan Media Massa (Siaran
Langsung)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
3. Memiliki Kemampuan Bahasa Indoensia dengan

baik
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
6. Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop207173209502210415112615
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NOMOR SOP  98/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pemberitaan Kegiatan MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Mengetahui informasi kegiatan sidang dan non
sidang Mahkamah Konstitusi

2. Memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan
media sosial

3. Memiliki kemampuan desain komunikasi visual
4. Memiliki kemampuan penulisan jurnalistik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Telepon Seluler
3. Jadwal Kegiatan MK
4. Hasil Liputan Kegiatan MK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



 
Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka diseminasi informasi lembaga
tidak berjalan dengan efektif.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop310712154502210415112623
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NOMOR SOP  99/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengelolaan Hak Jawab
Pemberitaan MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan analisis media dan opini
publik.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
3. Memiliki kemampuan penelusuran menggunakan

jaringan internet.
4. Memiliki keterampilan dasar berbahasa tulisan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya



 
2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop131122634002210415112631
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NOMOR SOP  100/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengelolaan Media Sosial

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Mengetahui informasi kegiatan sidang dan non
sidang Mahkamah Konstitusi

2. Memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan
media sosial

3. Memiliki kemampuan desain komunikasi visual
4. Memiliki kemampuan penulisan jurnalistik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Telepon Seluler
3. Jadwal Kegiatan MK
4. Hasil Liputan Kegiatan MK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



 
Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka diseminasi informasi lembaga
tidak berjalan dengan efektif.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop93919673602210415112638
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NOMOR SOP  101/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENULIS NASKAH BERITA LAMAN
MK / WEBSITE MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 24 tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal dan Mahkamah Konstitusi
RI.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan menulis dengan baik dan

benar
3. Memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dengan

baik dan benar



 
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal,
Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Tahapan, Kegiatan,
dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

10. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk
Hukum Mahkamah Konstitusi

11. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan
Tata Laksana (Business Process)

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelayanan informasi dan
konsultasi terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop266775616002210415112646



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
  

NOMOR SOP  102/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Rencana Program
Kerja, Kegiatan, dan Anggaran
Subbagian Hubungan Masyarakat

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memahami akuntansi dan kaidah-kaidah

perencanaan dan anggaran
3. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Aplikasi SAKTI
3. Rencana Kerja Mahkamah Konstitusi
4. LAKIP Biro Humas dan Protokol tahun

sebelumnya
5. Laporan-laporan pelaksanaan kegiatan subbagian



 
Humas tahun sebelumnya

6. RAB kegiatan subbagian Humas tahun
sebelumnya

7. Formulir rencana kegiatan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelaksanaan pelayanan kehumasan
lembaga akan sangat terganggu.

Disimpan secara digital.

Digital Signature 
sop413476436602210415112653
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NOMOR SOP  109/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP MENGANALISIS PEMBERITAAN
MENGENAI MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan analisis media dan opini
publik.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
3. Memiliki kemampuan penelusuran menggunakan

jaringan internet.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya



 
2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop258815602702210504075230
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NOMOR SOP  110/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI
KEGIATAN MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
3. Memiliki kemampuan kameraman dan fotografi
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
6. Memiliki kemampuan manajerial yang baik.



 
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Peliputan dan Dokumentasi
Kegiatan MK

2. SOP Monitoring Pemberitaan MK
3. SOP Pemberitaan Kegiatan MK
4. SOP Pembuatan Press Release

Kegiatan MK
5. SOP Pengelolaan Peliputan Media

Massa
6. SOP Pembuatan Berita Dua Menit
7. SOP Pengunggahan Berita Kegiatan

MK di Laman MK
8. SOP Pengalihbahasaan Berita ke

dalam Bahasa Inggris
9. SOP Penataan Arsip Dokumentasi

Video dan Foto (Library)
10. SOP Pelayanan Ruang Kontrol

(Operator) Persidangan

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Jadwal Penugasan
3. Penulis, Reporter, Kameraman, Fotografer, Editor

Berita, Editor Video, Pengarah Suara, Pengarah
Program, Operator Ruang Sidang

4. Nota Dinas
5. Kamera foto, kamera video, recorder, microphone,

tripod, dll

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop277553208302210504075245
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NOMOR SOP  111/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLA LIBRARY

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 24 tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal dan Mahkamah Konstitusi
RI.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal,
Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Tahapan, Kegiatan,
dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

10. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk
Hukum Mahkamah Konstitusi

11. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan
Tata Laksana (Business Process)

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

13. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Persekjen Mahkamah Konstitusi
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik. 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelayanan informasi dan
konsultasi terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop69850117302210504075303
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NOMOR SOP  112/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLA LIPUTAN BERITA
VIDEO 2 MENIT DAN
PENAYANGAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 24 tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal dan Mahkamah Konstitusi
RI.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
4. Memiliki Kemampuan Kamera dengan baik
5. Memiliki kemampuan jurnalistik dengan baik
6. Mampu berbahasa Indonesia dengan Baik



 
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal,
Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Tahapan, Kegiatan,
dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

10. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk
Hukum Mahkamah Konstitusi

11. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan
Tata Laksana (Business Process)

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

13. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik. 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelayanan informasi dan
konsultasi terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop48614161402210504075327
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NOMOR SOP  113/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLA PELAKSANAAN
KONFERENSI PERS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
3. Memiliki kemampuan kameraman dan fotografi
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. 9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Formulir Penugasan
3. kameraman, fotografer, jurnalis, editing dan alat

operator
4. Buku Besar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop355113998602210504075344
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NOMOR SOP  114/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLA PELAYANAN
WAWANCARA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
3. Memiliki kemampuan kameraman dan fotografi
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Formulir Penugasan
3. kameraman, fotografer, jurnalis, editing dan alat

operator
4. Buku Besar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop305162215402210504075400
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NOMOR SOP  115/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLA PENYEBARAN
NASKAH BERITA PERS DAN
JADWAL KEGIATAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
3. Memiliki kemampuan kameraman dan fotografi
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Formulir Penugasan
3. kameraman, fotografer, jurnalis, editing dan alat

operator
4. Buku Besar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop116789132602210504075416
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NOMOR SOP  116/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLA PENYUSUNAN
MAJALAH BULANAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 24 tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal dan Mahkamah Konstitusi
RI.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dengan

baik dan benar
3. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
4. Memiliki keahlian dibidang kemediaan
5. Memiliki kemampuan bekerja dalam Tim



 
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal,
Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Tahapan, Kegiatan,
dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

10. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk
Hukum Mahkamah Konstitusi

11. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan
Tata Laksana (Business Process)

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

13. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik. 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelayanan informasi dan
konsultasi terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop13002686702210504075433
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NOMOR SOP  117/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLAAN BAHAN
PUBLIKASI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
3. Memiliki kemampuan kameraman dan fotografi
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Formulir Penugasan
3. kameraman, fotografer, jurnalis, editing dan alat

operator
4. Buku Besar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop348954607002210504075454
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NOMOR SOP  118/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLAAN MEDIA CETAK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan analisis media dan opini
publik.

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
3. Memiliki kemampuan penelusuran menggunakan

jaringan internet.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya



 
2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop371350757102210504075515
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NOMOR SOP  119/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENGELOLAAN PELAYANAN
PELIPUTAN KEGIATAN MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik



 
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. 9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop189617557002210504075532
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NOMOR SOP  120/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENYUSUNAN ANGGARAN
LANGGANAN MEDIA CETAK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. "Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi"

3. "Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan"

4. "Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi"

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi

antarunit yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan Disimpan sebagai data secara elektronik.



 
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Digital Signature 
sop337756607202210504075550
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NOMOR SOP  121/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENYUSUNAN JADWAL
PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI
KEGIATAN MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
3. Memiliki kemampuan kameraman dan fotografi
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
6. Memiliki kemampuan manajerial yang baik.



 
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Peliputan dan Dokumentasi
Kegiatan MK

2. SOP Monitoring Pemberitaan MK
3. SOP Pemberitaan Kegiatan MK
4. SOP Pembuatan Press Release

Kegiatan MK
5. SOP Pengelolaan Peliputan Media

Massa
6. SOP Pembuatan Berita Dua Menit
7. SOP Pengunggahan Berita Kegiatan

MK di Laman MK
8. SOP Pengalihbahasaan Berita ke

dalam Bahasa Inggris
9. SOP Penataan Arsip Dokumentasi

Video dan Foto (Library)
10. SOP Pelayanan Ruang Kontrol

(Operator) Persidangan

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Jadwal Penugasan
3. Penulis, Reporter, Kameraman, Fotografer, Editor

Berita, Editor Video, Pengarah Suara, Pengarah
Program, Operator Ruang Sidang

4. Nota Dinas
5. Kamera foto, kamera video, recorder, microphone,

tripod, dll

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop159406446502210504075606
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NOMOR SOP  122/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN
TAHUNAN MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan atas undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Mengetahui informasi kegiatan sidang dan non
sidang Mahkamah Konstitusi

2. Memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan
media sosial

3. Memiliki kemampuan desain komunikasi visual
4. Memiliki kemampuan penulisan jurnalistik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Telepon Seluler
3. Jadwal Kegiatan MK
4. Hasil Liputan Kegiatan MK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



 
Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka diseminasi informasi lembaga
tidak berjalan dengan efektif.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop178420756202210504075622
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NOMOR SOP  123/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KERJA, KEGIATAN
DAN ANGGARAN SUBBAG.
HUMAS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Mengetahui akutansi atau rencana keuangan
3. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Form data rencana kegiatan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop383472025902210504075639
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NOMOR SOP  124/SOP/2300/05/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 04 Mei 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP USULAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
3. Memiliki kemampuan kameraman dan fotografi
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
6. Memiliki kemampuan manajerial yang baik.



 
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop314558763002210504075655
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NOMOR SOP  7/SOP/2300/09/2020

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 10 Juli 2020

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik.

7. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan

1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
5. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien



 
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya
3. Formulir permohonan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelayanan bidang kehumasan lembaga
dapat terganggu.

Disimpan secara digital.

Digital Signature 
sop110169202202200916064455
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NOMOR SOP  104/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 16 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pendokumentasian Informasi Publik

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor __ Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
2. Memiliki kemampuan koordinasi yang baik.
3. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien.



 
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan
Informasi

2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran
Daftar Informasi Publik

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Aplikasi penunjang pembuatan informasi
3. Jaringan internet
4. Daftar Informasi Publik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelaksanaan keterbukaan informasi
lembaga dapat terganggu.

Disimpan sebagai data digital.

Digital Signature 
sop77264655702210416070806
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NOMOR SOP  103/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 16 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pendokumentasian Informasi
Dikecualikan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor __ Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
2. Memiliki kemampuan koordinasi yang baik.
3. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien.



 
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan
Informasi

2. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran

Daftar Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi

Publik

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Aplikasi penunjang pembuatan informasi
3. Daftar Informasi Publik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelaksanaan keterbukaan informasi
lembaga dapat terganggu.

Disimpan sebagai data digital.

Digital Signature 
sop79070142702210416070757
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NOMOR SOP  105/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 16 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar
Informasi Publik

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor __ Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2. Memiliki kemampuan analisis risiko
3. Memilik kemampuan mengolah data

menggunakan komputer
4. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien



 
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan
Informasi

2. SOP Pendokumentasian Informasi
Publik

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Daftar Informasi Publik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelaksanaan keterbukaan informasi
lembaga dapat terganggu.

Disimpan sebagai data digital.

Digital Signature 
sop119933422702210416070813
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NOMOR SOP  108/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 16 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengujian tentang Konsekuensi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor __ Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2. Memiliki kemampuan analisis
3. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien



 
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan
Informasi

2. SOP Pendokumentasian Informasi
yang Dikecualikan

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Daftar Informasi Publik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelayanan bidang kehumasan lembaga
dapat terganggu.

Disimpan sebagai data digital.

Digital Signature 
sop275873861302210416070844



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
  

NOMOR SOP  107/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI 15 Februari 2021

TGL. EFEKTIF 16 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik.

7. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan

1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
5. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien



 
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya
3. Formulir permohonan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelayanan bidang kehumasan lembaga
dapat terganggu.

Disimpan secara digital.

Digital Signature 
sop273486814002210416070840
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NOMOR SOP  106/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI 03 Juli 2020

TGL. EFEKTIF 16 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengelolaan Keberatan Informasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik.

7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
4. Memiliki kemampuan berargumentasi yang baik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
6. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien



 
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan
Informasi

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya
3. Formulir pengajuan keberatan informasi
4. Daftar Register Keberatan Atas Informasi
5. Penetapan PPID tentang Informasi yang

Dikecualikan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelaksanaan keterbukaan informasi
lembaga dapat terganggu.

Disimpan secara digital.

Digital Signature 
sop181726017602210416070823
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NOMOR SOP  51/SOP/2300/02/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 17 Februari 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penanganan Sengketa Informasi
Publik

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor __ Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Menteri Negara PANRB
Nomor 15 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
4. Memiliki kemampuan berargumentasi yang baik
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
6. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien



 
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Keberatan atas
Informasi

2. SOP Pengelolaan Permohonan
Informasi

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya
3. Formulir permohonan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelaksanaan keterbukaan informasi
lembaga dapat terganggu.

Disimpan secara digital.

Digital Signature 
sop82250392102210217082700
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NOMOR SOP  83/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

28 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kerja Sama Dalam
Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Telepon
5. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga
akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop18775133102210415112049
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NOMOR SOP  84/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

25 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penandatanganan Naskah
Perjanjian Kerja Sama dan/atau
Nota Kesepahaman

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Telepon
5. Jaringan Internet
6. Alat Tulis Kantor
7. Kertas Conqueror atau yang setara

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual



 
serta penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama dan/atau Nota Kesepahaman akan
terhambat.

Digital Signature 
sop412010288502210415112057
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NOMOR SOP  85/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

28 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengusulan Peningkatan
Kompetensi SDM Biro Humas dan
Protokol

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga
akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop173068921102210415112105
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NOMOR SOP  86/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

11 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penyelenggaraan Kegiatan Kerja
Sama Dalam Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Telepon
5. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga
akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Digital Signature 
sop253864673502210415112113



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
  

NOMOR SOP  87/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

28 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Jadwal Rencana
Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Telepon
5. Jaringan Internet
6. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga
akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual



 

Digital Signature 
sop341382338602210415112122
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NOMOR SOP  88/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

28 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penyusunan LAKIP Biro Humas dan
Protokol

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
5. Memiliki kemampuan analisis yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga
akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop178187275302210415112150
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NOMOR SOP  89/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

28 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Telepon
5. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga
akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop409899361802210415112157
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NOMOR SOP  90/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

11 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Naskah dan Perjanjian
Kerja Sama dengan Perguruan
Tinggi dan/atau Lembaga / Instansi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kerja sama dalam negeri dan
hubungan antar lembaga serta kerja sama
dengan pihak lain akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Digital Signature 
sop30891787602210415112204
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NOMOR SOP  91/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

28 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Surat Jawab untuk
Pihak Eksternal

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
5. Memiliki kemampuan analisis yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka pelaksanaan kegiatan kerja sama
dalam negeri dan hubungan antar lembaga
akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop206520005802210415112211
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NOMOR SOP  52/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP  Penyusunan program kerja dan
anggaran sub bagian AACC

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
4. Memahami Penulisan
5. Memiliki kemampuan administrasi yang baik



 
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Digital Signature 
sop331418889002210415102406
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NOMOR SOP  53/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

16 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Pemutakhiran Website AACC

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 158);

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

dengan baik lisan maupun tulisan
4. memiliki kemmapuan membuat perencanaan

pengembangan website

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN



 
1. SOP Pengelolaan website
2. SOP Pemberian Informasi Publik

1. Komputer dan perlengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka kegiatan internasionalisasi
Mahkamah Konstitusi akan terhambat

disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop321393101402210415102452
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NOMOR SOP  54/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Penambahan Negara Anggota
AACC

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

dengan baik lisan maupun tulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik



 
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop151286523002210415102501
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NOMOR SOP  55/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

21 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Penerjemahan Putusan dan Berita
ke dalam Bahasa Rusia

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer



 
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP penterjemahan Putusan
2. SOP Pemutakhiran Website AACC

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

dengan baik lisan maupun tulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop87559272902210415102510
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NOMOR SOP  56/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

21 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Pengembangan Kerjasama AACC
dengan Organisasi Internasional

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

dengan baik lisan maupun tulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop130736249302210415102519
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NOMOR SOP  57/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Kegiatan
Internasional AACC

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
4. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

dengan baik lisan maupun tulisan



 
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop29823178402210415102528
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NOMOR SOP  58/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

21 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Perencanaan dan koordinasi dengan
negara-negara calon anggota AACC

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Inggris dengan baik
3. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop104442900202210415102541
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NOMOR SOP  59/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

21 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Perencanaan, Evaluasi, dan
Pengembangan Kerjasama dengan
Negara Anggota AACC

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

dengan baik lisan maupun tulisan
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop134825398102210415102550
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NOMOR SOP  60/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Analisa Potensi dan Kemanfaatan
Tindak Lanjut Kerjasama Luar
Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 5226)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan tata naskah dinas
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. PERPRES No 49 Th 2012
sebagaimana diubah dengan
PERPRES No 65 Th 2017 tentang
Perubahan Kedua atas PERPRES No
49 Th 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Th 2017 No 158)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop351201778802210415105815
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NOMOR SOP  61/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

11 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Penentuan Negara Tujuan
Kunjungan Luar Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop166835840502210415105826
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NOMOR SOP  62/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Pengurusan administrasi Exit Permit
/ Paspor Dinas / Rekomendasi Visa
PDLN ke Kementerian Luar Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan tata naskah dinas
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



 
Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan PDLN akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan Manual

Digital Signature 
sop31626028502210415105923
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NOMOR SOP  63/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Pengurusan administrasi perizinan
PDLN ke Sekretariat Negara

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

6. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan tata naskah dinas
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



 
Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan perjalanan dinas luar
negeri akan terhambat

Disimpan sebagai data secara elektronik

Digital Signature 
sop19729996402210415105933



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
  

NOMOR SOP  64/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Penyiapan Materi Pertemuan
Dengan Mitra Kerja Luar Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

4. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan tata naskah dinas
4. Memiliki kemampuan diplomasi yang baik.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka Diplomasi MKRI akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop86429918102210415105942
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NOMOR SOP  65/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Pusat Data Kerjasama
Luar Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 5226)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. UU No. 5 Tahun 2014 (Lembaran
Negara No. 6 Tahun 2014; Tambahan
Lembaran Negara No. 5494)

4. PP No. 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 5357)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor 74 Tahun 2010. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135)

6. PERPRES No 49 Th 2012

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan tata naskah dinas
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
sebagaimana diubah dengan
PERPRES No 65 Th 2017 tentang
Perubahan Kedua atas PERPRES No
49 Th 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Th 2017 No 158)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

9.  Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop110604959002210415110043
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NOMOR SOP  66/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NAMA SOP Penyusunan Telaah Negara Tujuan
Kunjungan Kerja Luar Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana
diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011

2. UU No. 24 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2011 No. 70)

3. UU No. 5 Tahun 2014 (Lembaran
Negara No. 6 Tahun 2014; Tambahan
Lembaran Negara No. 5494)

4. PP No. 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 5357)

5. PP No. 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara No. 74 Tahun
2010. Tambahan Lembaran Negara
No. 5135)

6. PERPRES No. 49 th. 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK sebagaimana diubah
dengan PERPRES No. 65 th. 2017
tentang Perubahan Kedua atas
PERPRES No. 49 th. 2012
(Lembaran Negara Republik
Indonesia th. 2017 No. 158)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Dapat Berbahasa Indonesia dengan baik
3. Memahami Penulisan tata naskah dinas
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.



 
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No. 15
Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop325468846102210415110050
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NOMOR SOP  76/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No 23 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 8 tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan khusus pengolahan data
sederhana

2. Memiliki keahlian dalam pengadministrasian



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Informasi dan
Korespondensi Pimpinan

2. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
Pimpinan

3. SOP Persiapan pendampingan
Pimpinan

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Kelengkapannya
3. Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak
terlaksana maka pelaksanaan kegiatan
berikutnya akan tertunda.

Data tersimpan secara manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop339770921902210415110909
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NOMOR SOP  77/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Pelayanan Kebutuhan Operasional
Pimpinan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No 23 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 8 tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan khusus pengolahan data
sederhana

2. Memiliki kehalian dalam pengadministrasian



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Informasi dan
Korespondensi Pimpinan

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak
terlaksana maka pelaksanaan kegiatan
berikutnya akan tertunda.

Data tersimpan secara manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop112622014702210415110916
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NOMOR SOP  78/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Pengelolaan Informasi dan
Korespondensi Pimpinan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No 23 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 8 tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan khusus pengolahan data
sederhana.

2. Memiliki keahlian dalam pengadministrasian.



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
Pimpinan

1. Komputer dan Kelengkapannya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak
terlaksana maka pelaksanaan kegiatan
berikutnya akan tertunda.

Data tersimpan secara manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop401723963402210415110931
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NOMOR SOP  79/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
Pimpinan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No 23 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 8 tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5.  Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan khusus pengolahan data
sederhana

2. Memiliki keahlian dalam pengadministrasian



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Informasi dan
Korespondensi Pimpinan

2. SOP Persiapan pendampingan
Pimpinan

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Alat Tulis dan telepon Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak
terlaksana maka kegiatan Pimpinan tidak
terlaksana dengan baik.

Data tersimpan secara manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop252802226202210415110938
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NOMOR SOP  80/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Persiapan Materi Pimpinan dalam
Mengisi Kegiatan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No 23 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 8 tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan khusus pengolahan data
sederhana

2. Memiliki kehalian dalam pengadministrasian



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
Pimpinan

2. SOP Pengelolaan Informasi dan
Korespondensi Pimpinan

3. SOP Persiapan Pendampingan
Pimpinan

4. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Alat Tulis Kantor
3. Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak
terlaksana maka pelaksanaan kegiatan
berikutnya akan tertunda.

Data tersimpan secara manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop104590264602210415110946
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NOMOR SOP  81/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Persiapan Pendampingan Pimpinan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No 23 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 8 tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan khusus pengolahan data
sederhana

2. Memiliki keahlian dalam pengadministrasian



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Informasi dan
Korespondensi Pimpinan

2. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
Pimpinan

1. Alat Tulis dan telepon Kantor
2. Komputer dan Kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak
terlaksana maka pelaksanaan kegiatan
berikutnya akan tertunda.

Data tersimpan secara manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop146216984802210415110953
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NOMOR SOP  82/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Pertanggungjawaban Kegiatan
Pimpinan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No 23 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 8 tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

1. Memiliki kemampuan khusus pengolahan data
sederhana

2. Memiliki keahlian dalam pengadministrasian



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Informasi dan
Korespondensi Pimpinan

2. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
Pimpinan

3. SOP Persiapan pendampingan
Pimpinan

4. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan

1. Komputer dan Kelengkapannya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak
terlaksana maka pelaksanaan kegiatan
berikutnya akan tertunda.

Data tersimpan secara manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop7058481302210415111000
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NOMOR SOP  67/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

19 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Kunjungan ke MK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

1.  Memiliki kemampuan pengolahan data
sederhana.

2. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.
3. Memiliki kemampuan pengoperasian alat operator.
4. Memiliki kemampuan Jurnalistik



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Komputer dan kelengkapannya.
2. kameraman, fotografer, jurnalis, editing dan alat

operator
3. Formulir Penugasan
4. Buku Besar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop154552601602210415110257
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NOMOR SOP  68/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

19 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Pimpinan di Luar Kota

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Memiliki kemampuan Komunikasi dengan baik



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Jaringan Internet., Alat Komunikasi, HT
3. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di SOP ini terlambat atau
tidak dilaksanakan maka kegiatan lainnya
dapat terhambat atau terganggu.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop346692924602210415110305
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NOMOR SOP  69/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Protokol keberangkatan
Pimpinan di Bandara

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1.  Memiliki kemampuan pengolahan data
sederhana.

2. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.
3. Penampilan



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Kendaraan.
2. Jaringan Internet.
3. Kontak Penghubung (Seluler)., HT

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di SOP ini terlambat atau
tidak dilaksanakan maka kegiatan lainnya
dapat terhambat atau terganggu.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop105471594602210415110313
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NOMOR SOP  70/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

19 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Protokol Kedatangan
Pimpinan di Bandara

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.
3. Penampilan



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Kendaraan.
2. Jaringan Internet.
3. Kontak Penghubung (Seluler)., HT

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di SOP ini terlambat atau
tidak dilaksanakan maka kegiatan lainnya
dapat terhambat atau terganggu.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik

Digital Signature 
sop420010501502210415110625
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NOMOR SOP  71/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Protokol Kegiatan Pimpinan
Dalam Kantor

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Memiliki kemampuan pengolahan keuangan.



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Jaringan Internet., Alat Komunikasi, HT
3. ATK.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di SOP ini terlambat atau
tidak dilaksanakan maka kegiatan lainnya
dapat terhambat atau terganggu.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop394198870102210415110639
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NOMOR SOP  72/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Protokol Persidangan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Jaringan Internet., Alat Komunikasi, HT

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka penugasan dan pelayanan di
bidang kehumasan dan publikasi akan
terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop88994253902210415110646
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NOMOR SOP  73/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Protokol Pimpinan dalam
kota

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Kendaraan.
2. Jaringan Internet.
3. Kontak Penghubung (Seluler)., HT

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di SOP ini terlambat atau
tidak dilaksanakan maka kegiatan lainnya
dapat terhambat atau terganggu.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop322297872902210415110709
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NOMOR SOP  74/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

-

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP Layanan Protokol Upacara

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5.  Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Jaringan Internet., Alat Komunikasi, HT

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di SOP ini terlambat atau
tidak dilaksanakan maka kegiatan lainnya
dapat terhambat atau terganggu.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop424405660102210415110721
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NOMOR SOP  75/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

20 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 15 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL

NAMA SOP PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN KEGIATAN
PROTOKOL

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73
Tahun 2013

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Memiliki kemampuan pengolahan keuangan.



 
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Jaringan Internet.
3. ATK.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di SOP ini terlambat atau
tidak dilaksanakan maka kegiatan lainnya
dapat terhambat atau terganggu.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Digital Signature 
sop406301137102210415110729
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